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ABSTRAK 

 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA 

MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG 

Oleh : 

Alpha Amdra Pragoga 

B1033171035 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana 

akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Merpak Kecamatan Kelam 

Permai Kabupaten Sintang dalam konteks akuntabilitas pengelolaannya mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, hingga pelaporan dan 

pertanggungjawaban di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Merpak 

selama ini sudah cukup baik berdasarkan laporan dan bukti hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan kuesioner dalam pengelolaan alokasi dana desa 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. 

  

Kata kunci: desa, akuntabilitas, alokasi dana desa 
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ABSTRACT 

 

ACCOUNTABILITY FOR FINANCIAL MANAGEMENT OF VILLAGE 

FUND MERPAK KELAM PERMAI DISTRICT, SINTANG REGENCY 

By: 

Alpha Amdra Pragoga 

B1033171035 

 

The purpose of this study is to describe the extent of accountability for the 

management of village fund allocations in Merpak village, Kelam Permai 

District, Sintang Regency in the context of management accountability starting 

from the planning, implementation, business management, to reporting and 

accountability stages in Merpak Village, Kelam Permai District with Minister of 

Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning guidelines for village 

financial management. This research method uses a descriptive qualitative 

approach with datacollection techniques through interviews, observations,  

documentation, and questionnaires. Based on the results of the study, it can be 

concluded that the accountability of village fund allocation management in 

Merpak Village so far has been quite good based on reports and evidence from 

interviews, observations, documentation, and questionnaires in managing village 

fund allocations starting from the planning, implementation, administration, 

reporting, and accountability stages. 

  

Keywords: village, accountability, village fund allocation 
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RINGKASAN SKRIPSI 

 

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA 

MERPAK KECAMATAN KELAM PERMAI  

KABUPATEN SINTANG 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) menjadi 

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika good governance 

menjadi pertanda tercapainya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan 

kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan 

sistem pertanggungjawaban dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata 

sehingga penyelenggaraan dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara 

efisien, berhasil dan bersih, bertanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (Apriliani, 2014). 

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah 

memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk 

mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (romantis,2015). 

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah memiliki kontrol 

lebih besar atas pengelolaan wilayahnya. Salah satu bentuk kepentingan negara 

dalam pembangunan pedesaan adalah pemerintah menyediakan dana desa bagi 

desa dalam APBN untuk pendapatan dan belanja  setiap tahun anggaran, yang 

ditransfer untuk pembangunan desa dalam bentuk dana desa melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 
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Desa merupakan unit terpenting dalam proses pembangunan setiap negara 

dan negara. Hal ini menjadikan desa sangat strategis sebagai basis 

penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan hak-hak publik oleh 

masyarakat setempat. Selain itu, desa menjadi ruang politik terdekat bagi 

hubungan masyarakat dengan penguasa (pejabat desa).  

Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) mendefinisikan akuntabilitas dalam 

pemerintahan desa sebagai kemampuan perangkat desa untuk bertanggung 

jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan 

desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang 

terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen 

didalamnya. Akuntabilitas mencakup lebih dari sekadar kepatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan saat ini. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan 

bahwa sumber daya digunakan dengan bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Tata 

kelola pemerintahan dan administrasi bisnis harus fokus pada tujuan utama 

akuntabilitas, sehingga setiap pengelola dapat menyampaikan tanggung jawab 

keuangan dengan menyusun laporan keuangan.  

Kabupaten Sintang merupakan salah satu contoh daerah otonom di 

Kalimantan Barat yang beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi 

wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin 

meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sintang juga semakin meningkat dan 

memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan.  

Desa Merpak merupakan desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai, 

Kabupaten Sintang. Secara geografis Desa Merpak terletak dibawah kaki Bukit 

Kelam dan memiliki 1.215 penduduk, dan terbagi atas 5 Dusun yaitu, Dusun 

Merpak, Dusun Batu Raya, Dusun Lawang Kuari, Dusun Sabang Laja, dan 

Dusun Luit Jaya.  

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam 

Permai, Kabupaten Sintang di dasarkan pada kurangnya sumber daya alam, 

rendahnya tingkat Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan 

sarana dan prasarana sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan 
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pembangunan social dan ekonomi. Wujud nyata Kecamatan Kelam Permai 

Kabupaten Sintang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah 

desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa (DD) Kepada 

desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan 

urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam 

beberapa rangkaian konstitusi secara hukum. 

Desa Merpak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kelam Permai 

Kabupaten Sintang. Pada Tahun 2020 Desa Merpak mempunyai jumlah dana 

Desa Sebesar Rp.738.006.000. Sejak digulirkanya Dana Desa (DD) di Desa 

Merpak yang tampak dari pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu pada 

pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, dan penerangan Lampu jalan 

umum. Sumber penerimaan dana desa Merpak diperoleh dari Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Negara (APBN), mekanisme penyaluran dana desa pada 

Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dilakukan secara bertahap yaitu pertama 

60% dan tahap kedua 40%. Pada tahun 2020 penggunaan dan desa di Desa 

Merpak Kecamatan Kelam Permai digunakan untuk 2 program kegiatan seperti 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut maka 

penyelenggaraan pemeritah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban pengelolaan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa 

merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. 

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan 

pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti 

memilih periode Tahun 2020 Karena proses pengelolaan Dana Desa pada Tahun 

2020 di desa masih belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, dan semakin meningkatnya 

jumlah dana yang di alokasikan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai 

kabupaten sintang. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2020 

agar dapat di peroleh informasi yang lebih update. 

Penelitian yang dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai 

Kabupaten sintang difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang 

dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk Perangkat  
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Desa Merpak, karena Menurut salah satu kaur keuangan Desa Merpak, 

fenomena yang terjadi setelah diterapkan UU Desa tentang pengelolaan 

keuangan desa bahwa di desa tersebut SDM nya relatif rendah sehingga sangat 

susah diterapkan karena membutuhkan pelatihan yang memakan waktu cukup 

lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari kaur keuangan, kaur tata 

usaha & umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi 

kesejahteraan oleh karena itulah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

proses penerapannya. Sedangkan peraturan selalu berubah setiap tahunnya. 

Peraturan desa dari Permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat 

sehingga dalam penerapan UU ini tidak berjalan secara efektif dan efisien. 

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga 

dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan 

Dana Desa (DD) diharapkan dapat di pertanggungjawabkan. Sistem perencanaan 

dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota agar perencanaan yang telah dibuat dapat selaras dan berjalan 

dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa 

harus sejalan dengan rencana tim pelaksana, dan penduduk desa berhak 

mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Mepak 

Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ”. penelitian tersebut di 

anggap penting karena Desa Merpak memiliki potensi daerah yang bagus yang 

dapat menunjang pendapatan asli desa sehingga dirasa perlu transparansi dana. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam 

Permai Kabupaten Sintang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten 

Sintang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil peelitian ini diharapkan dapat meambah wawasan pengetahuan bagi 

peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi 

kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Instansi yang bersangkutan 

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten khusunya Desa Merpak 

Kecapatan Kelam Permai dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi 

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika good governance 

menjadi pertanda tercapainya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan 

kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan 

sistem pertanggungjawaban dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata 

sehingga penyelenggaraan dan pembangunan negara dapat dilaksanakan secara 

efisien, berhasil dan bersih, bertanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (Apriliani, 2014). 

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah 

memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk 

mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (romantis,2015). 

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah memiliki kontrol 

lebih besar atas pengelolaan wilayahnya. Salah satu bentuk kepentingan negara 

dalam pembangunan pedesaan adalah pemerintah menyediakan dana desa bagi 

desa dalam APBN untuk pendapatan dan belanja  setiap tahun anggaran, yang 

ditransfer untuk pembangunan desa dalam bentuk dana desa melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 
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Desa merupakan unit terpenting dalam proses pembangunan setiap negara 

dan negara. Hal ini menjadikan desa sangat strategis sebagai basis 

penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan hak-hak publik oleh 

masyarakat setempat. Selain itu, desa menjadi ruang politik terdekat bagi 

hubungan masyarakat dengan penguasa (pejabat desa).  

Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) mendefinisikan akuntabilitas dalam 

pemerintahan desa sebagai kemampuan perangkat desa untuk bertanggung 

jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan 

desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang 

terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen 

di dalamnya. Akuntabilitas mencakup lebih dari sekadar kepatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan saat ini. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan 

bahwa sumber daya digunakan dengan bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Tata 

kelola pemerintahan dan administrasi bisnis harus fokus pada tujuan utama 

akuntabilitas, sehingga setiap pengelola dapat menyampaikan tanggung jawab 

keuangan dengan menyusun laporan keuangan.  

Kabupaten Sintang merupakan salah satu contoh daerah otonom di 

Kalimantan Barat yang beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi 

wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin 

meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan di Sintang juga semakin meningkat dan 

memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan.  

Desa Merpak merupakan desa di wilayah Kecamatan Kelam Permai, 

Kabupaten Sintang. Secara geografis Desa Merpak terletak dibawah kaki Bukit 

Kelam dan memiliki 1.215 penduduk, dan terbagi atas 5 Dusun yaitu, Dusun 

Merpak, Dusun Batu Raya, Dusun Lawang Kuari, Dusun Sabang Laja, dan 

Dusun Luit Jaya.  

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam 

Permai, Kabupaten Sintang di dasarkan pada kurangnya sumber daya alam, 

rendahnya tingkat Pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, keterbatasan 

sarana dan prasarana sehingga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan 
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pembangunan social dan ekonomi. Wujud nyata Kecamatan Kelam Permai 

Kabupaten Sintang dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah 

desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa (DD) Kepada 

desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan 

urusan rumah tangganya. Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam 

beberapa rangkaian konstitusi secara hukum. 

Desa Merpak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kelam Permai 

Kabupaten Sintang. Pada Tahun 2020 Desa Merpak mempunyai jumlah dana 

Desa Sebesar Rp.738.006.000. Sejak digulirkanya Dana Desa (DD) di Desa 

Merpak yang tampak dari pengelolaan Dana Desa (DD) yaitu pada 

pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, dan penerangan Lampu jalan 

umum. Sumber penerimaan dana desa Merpak diperoleh dari Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Negara (APBN), mekanisme penyaluran dana desa pada 

Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai dilakukan secara bertahap yaitu pertama 

60% dan tahap kedua 40%. Pada tahun 2020 penggunaan dan desa di Desa 

Merpak Kecamatan Kelam Permai digunakan untuk 2 program kegiatan seperti 

pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut maka 

penyelenggaraan pemeritah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban pengelolaan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa 

merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. 

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan 

pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Peneliti 

memilih periode Tahun 2020 Karena proses pengelolaan Dana Desa pada Tahun 

2020 di desa masih belum efisien, kurangnya pelatihan bagi pihak-pihak yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa, dan semakin meningkatnya 

jumlah dana yang di alokasikan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai 

kabupaten sintang. Selain itu, pemilihan periode penelitian pada Tahun 2020 

agar dapat di peroleh informasi yang lebih update. 

Penelitian yang dilakukan di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai 

Kabupaten sintang difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang 

dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk Perangkat Desa Merpak, karena 
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Menurut salah satu kaur keuangan Desa Merpak, fenomena yang terjadi setelah 

diterapkan UU Desa tentang pengelolaan keuangan desa bahwa di desa tersebut 

SDM nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karena membutuhkan 

pelatihan yang memakan waktu cukup lama karena perangkat desa sangat 

banyak mulai dari kaur keuangan, kaur tata usaha & umum, kaur perencanaan, 

kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan oleh karena itulah 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya. Sedangkan 

peraturan selalu berubah setiap tahunnya. Peraturan desa dari Permendagri 

berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU 

ini tidak berjalan secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem 

pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan 

Dana Desa (DD) diharapkan dapat di pertanggungjawabkan. Sistem perencanaan 

dalam pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota agar perencanaan yang telah dibuat dapat selaras dan berjalan 

dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan desa 

harus sejalan dengan rencana tim pelaksana, dan penduduk desa berhak 

mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Merpak 

Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang ”. penelitian tersebut di 

anggap penting karena Desa Merpak memiliki potensi daerah yang bagus yang 

dapat menunjang pendapatan asli desa sehingga dirasa perlu transparansi dana. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten 

Sintang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan 

keuangan Dana Desa di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai Kabupaten 

Sintang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

Hasil peelitian ini diharapkan dapat meambah wawasan pengetahuan bagi 

peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi 

kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Instansi yang bersangkutan 

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten khusunya Desa Merpak 

Kecapatan Kelam Permai dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

Dana Desa. 

 

 

 

 


